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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG

TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya peningkatan kinerja pegawai dan
organisasi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi yang
dicapai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang
Berada Di Bawahnya, perlu mengganti Peraturan
Presiden Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tunjangan
Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di
Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan
Yang Berada Di Bawahnya,;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Presiden tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di
Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan
Yang Berada Di Bawahnya;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4958);

3. Undang-Undang . . .
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. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang

Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4358);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang

Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan
Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);

. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang

Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4093) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
16 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua belas Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang
Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 44);

9. Peraturan . . .
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang
Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 52) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
17 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Belas Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang
Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 45);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang
Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);

13. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 200S tentang
Sekretariat Mahkamah Agung;

14. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Kepaniteraan Mahkamah Agung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG TUNJANGAN KINERJA
PEGAWAI DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN
BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA.

Pasal 1. ..
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Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1.

(1)

(1)

Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk
menduduki jabatan pemerintahan.

Pegawal di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan Yang Berada Di Bawahnya adalah PNS, Prajurit
Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia, dan Pegawai Lainnya yang
berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat
dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada
satuan organisasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.

Pegawai Lainnya adalah pegawai yang diangkat pada
jabatan yang telah mendapat persetujuan dari menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 2

Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, selain diberikan
penghasilan sesuai dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan, diberikan tunjangan kinerja setiap
bulan.

Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan setelah mempertimbangkan penilaian reformasi
birokrasi, capaian kinerja organisasi, dan capaian kinerja
individu.

Pasal 3

Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
tidak diberikan kepada:

a. Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan Yang Berada Di Bawahnya yang tidak
mempunyai jabatan tertentu;

b. Pegawai . ..
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. Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan

Peradilan Yang Berada Di Bawahnya yang diberhentikan

untuk sementara atau dinonaktifkan;

. Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan

Peradilan Yang Berada Di Bawahnya yang diberhentikan
dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu

dan belum diberhentikan sebagai pegawai,

. Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan

Peradilan Yang Berada Di Bawahnya yang menjalani
cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas

untuk menjalani masa persiapan pensiun; dan/atau

. Pegawai pada badan layanan umum yang telah

mendapatkan remunerasi sebagaimana diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pegawai di Lingkungan
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada
Di Bawahnya yang tidak diberikan tunjangan kinerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan

Peraturan Mahkamah Agung.

Pasal 4

Tunjangan kinerja setiap bulan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 5. ..



SK No 016765 A

(1)

(2)

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-6 -
Pasal 5

Tunjangan kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Mahkamah
Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan terhitung

mulai bulan April 2019.

Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan dengan memperhitungkan capaian kinerja

pegawai setiap bulannya.

Pasal 6

Pajak penghasilan atas tunjangan Kkinerja sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 7

(1) Ketua Mahkamah Agung menetapkan kelas jabatan pada

(2)

setiap jabatan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan Yang Berada Di Bawahnya sesuai dengan
persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara

dan reformasi birokrasi.

Perubahan kelas jabatan pada setiap jabatan di
Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang
Berada Di Bawahnya ditetapkan oleh Ketua Mahkamah
Agung setelah:

a. mendapat persetujuan dari menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pendayagunaan aparatur negara dan reformasi
birokrasi, jika tidak mengakibatkan perubahan alokasi

anggaran tunjangan kinerja; atau

b. mendapat . . .
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b. mendapat persetujuan dari menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pendayagunaan aparatur negara dan reformasi
birokrasi dan persetujuan dari menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan, jika mengakibatkan perubahan alokasi

anggaran tunjangan kinerja.
Pasal 8

(1) Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan Yang Berada Di Bawahnya yang diangkat sebagai
pejabat fungsional dan mendapatkan tunjangan profesi
maka tunjangan kinerja dibayarkan sebesar selisih antara
tunjangan kinerja pada kelas jabatannya dengan

tunjangan profesi pada jenjangnya.

(2) Jika tunjangan profesi yang diterima sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) lebih besar dari pada tunjangan
kinerja pada kelas jabatannya maka yang dibayarkan yaitu

tunjangan profesi pada jenjangnya.
Pasal 9

(1) Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, seluruh
Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan Yang Berada Di Bawahnya wajib melaksanakan
agenda reformasi birokrasi sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(2) Pelaksanaan agenda reformasi birokrasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dimonitor dan dievaluasi secara
berkala oleh Ketua Mahkamah Agung dan Tim Reformasi
Birokrasi Nasional, baik masing-masing maupun bersama-

sama.

Pasal 10 . ..
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Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tunjangan Kinerja Pegawai di
Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang
Berada Di Bawahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
sampai dengan Pasal 9 diatur dengan Peraturan Mahkamah

Agung.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua
peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan
pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2008
tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri
di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang
Berada Di Bawahnya dinyatakan masih tetap berlaku
sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam

Peraturan Presiden ini.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan
Presiden Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tunjangan Khusus
Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah
Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar . ..
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Presiden ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
‘pada tanggal 17 Januari 2020

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Januari 2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
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LAMPIRAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI
LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN
BADAN PERADILAN YANG BERADA DI
BAWAHNYA

TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA
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Kelas . Tunjangan Kinerja Per
No. Jabatan Kategon JKelis Jabatajn
Maksimal Rp. 37.560.000,00
1. 27 Medium Rp. 36.058.000,00
Minimal Rp. 34.615.000,00
Maksimal Rp. 33.240.000,00
2. 26 Medium Rp. 31.910.000,00
Minimal Rp. 30.634.000,00
Maksimal Rp. 29.409.000,00
3. 25 Medium Rp. 28.232.000,00
Minimal Rp. 27.103.000,00
Maksimal Rp. 26.032.000,00
4, 24 Medium Rp. 24.991.000,00
Minimal Rp. 23.991.000,00
Maksimal Rp. 19.280.000,00
5. 23 Medium Rp. 18.509.000,00
Minimal Rp. 17.768.000,00
Maksimal Rp. 17.064.000,00
6. 22 Medium Rp. 16.381.000,00
Minimal Rp. 15.726.000,00
Maksimal Rp. 15.104.000,00
7. 21 Medium Rp. 14.500.000,00
Minimal Rp. 13.920.000,00
Maksimal Rp. 13.360.000,00
8. 20 Medium Rp. 12.826.000,00
Minimal Rp. 12.313.000,00
Maksimal Rp. 10.936.000,00
9. 19 Medium Rp. 10.499.000,00
Minimal Rp. 10.079.000,00
Maksimal Rp. 9.896.000,00
10. 18 Medium Rp. 9.500.000,00
Minimal Rp. 9.121.000,00
11.17 ...
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Kelas . Tunjangan Kinerja Per
No. Jabatan Kategori JKelfegls J abataJn

Maksimal Rp. 8.758.000,00
11. 17 Medium Rp. 8.407.000,00
Minimal Rp. 8.071.000,00
Maksimal Rp. 6.766.000,00
12. 16 Medium Rp. 6.496.000,00
Minimal Rp. 6.236.000,00
Maksimal Rp. 5.979.000,00
13. 15 Medium Rp. 5.740.000,00
Minimal Rp. 5.510.000,00
Maksimal Rp. 5.079.000,00
14. 14 Medium Rp. 4.876.000,00
Minimal Rp. 4.681.000,00
Maksimal Rp. 4.063.000,00
15. 13 Medium Rp. 3.982.000,00
Minimal Rp. 3.902.000,00
Maksimal Rp. 3.870.000,00
16. 12 Medium Rp. 3.792.000,00
Minimal Rp. 3.716.000,00
Maksimal Rp. 3.686.000,00
17. 11 Medium Rp. 3.612.000,00
Minimal Rp. 3.540.000,00
Maksimal Rp. 3.510.000,00
18. 10 Medium Rp. 3.440.000,00
Minimal Rp. 3.371.000,00
Maksimal Rp. 3.343.000,00
19. 9 Medium Rp. 3.276.000,00
Minimal Rp. 3.211.000,00
Maksimal Rp. 3.184.000,00
20. 8 Medium Rp. 3.152.000,00
Minimal Rp. 3.121.000,00
Maksimal Rp. 3.091.000,00
21. 7 Medium Rp. 2.998.000,00
Minimal Rp. 2.909.000,00
Maksimal Rp. 2.889.000,00
22. 6 Medium Rp. 2.802.000,00
Minimal Rp. 2.718.000,00
Maksimal Rp. 2.700.000,00
23. 5 Medium Rp. 2.619.000,00
Minimal Rp. 2.540.000,00
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: Kelas . Tunjangan Kinerja Per
No. | Jabatan Kategori Kelas Jabatan
Maksimal Rp. 2.523.000,00
24. 4 Medium Rp. 2.447.000,00
Minimal Rp. 2.374.000,00
Maksimal Rp. 2.358.000,00
25. 3 Medium Rp. 2.288.000,00
Minimal Rp. 2.219.000,00
Maksimal Rp. 2.204.000,00
26. 2 Medium Rp. 2.138.000,00
Minimal Rp. 2.074.000,00
Maksimal Rp. 2.060.000,00
27. 1 Medium Rp. 1.998.000,00
Minimal Rp. 1.938.000,00
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
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